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BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN FASILITASI FORUM KOORDINASIG
PIMPINAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBON

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan
kelancaran pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah pada lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lebong, perlu dilaksanakan
secara terencana, terpadu dan berkesinambungan
dengan berpedoman pada petunjuk dan peraturan
perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus
Kegiatan Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembeptukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154,

Tambahan Lembaran Negara Republi .
Nomor 4349); epublik Indonesia



10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 903 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587:’)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan
Pelaksanaan  Pemerintahan Provinsi  Bengkulu
(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peratl_lran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pemblpaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);



Menetapkan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20.15
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Bc:lta
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentyl-can Produ-k
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
194);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Nomor
10 Tahun 2016);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun
2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun
2020 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG STANDAR BIAYA
KHUSUS KEGIATAN FASILITAS] FORUM KOORDINASI

PIMPINAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LEBONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

SFandar Biaya Khusus Kegiatan Forum Koordinasi
Px_mpinan Daerah adalah satuan biaya tertinggi yang
digunakan sebagai komponen biaya yang dibayarkan
secara lumpsum kepada Tim Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah dan Tim Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah yang berkedudukan di Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) Kantor Kesatuan B iti
Kabupaten Lebong. SaEse £ Mok



BAB II
STANDAR BIAYA KHUSUS

Pasal 2

Standar  Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar Biaya Khusus digunakan sebagai pedoman bagi
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
@ Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.
Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 3 Agustus 2021
ZBUPATI LEBONG,f’
|
. KOPLI ANSORI
J Diundangkan di Tubei {

pada tanggal 3 Agustus 2021
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SERRETARIS DAERAH
KABURATEN LEBONG,

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 31
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/ Lampiran Peraturan Bupati Lebong
Nomor : 31 Tahun 2021
Tanggal : 3 Agustus 2021

STANDAR BIAYA KHUSUS
KEGIATAN FASILITASI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

\ NO URAIAN BESARAN
1. | HONORARIUM TIM FORUM KOORDINASI il
PIMPINAN DAERAH
a. Ketua 4.000.000,-
b. Anggota 3.000.000,-
> [HONORARIUM TIM SEKRETARIAT
= FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
— a. Ketua 2.000.000,-
b. Sekretaris 1.500.000,-
c. Anggota 1.000.000,-
|
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1 SEKNRETARIS DAERAH
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